HEPUTUSAN KEPALA HANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR B42 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH ALTYAH PERSIS PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA EARAT,

Menimbang

Mengingal

.

e

behwa dalam rangks meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermuiu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melslui Organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

- bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah

memenuhi  persyaratan  administratif, teknis  dan  kelayakan
sebagaimans mestinya sesual dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala HKantor Kementerian Apama
Rabupaten Subang Nomor /KK, 10,13/PP.O7/ /2015 tanggal 28 Maret
2018 den Neta Dinas Pertimbangan Kepalz Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor 0284 /NDJIPM/2018 tanggal 31 Mei 2018 sehingsa
layak diberikan izin operasional;

. bahwa berdasarkan pertimbanpen schagaimana dimaksud dalam haeuf

a dan huruf b perlu menetapksn Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama  Provinsi Jawa Baral lentang Pemberian Izin
Uperasional Madrasah Aliyah Persis Pamanukan Kabupaten Subang;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern  Pendidikan

Nastanal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Mepara  Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeneszia Nomor 45860);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionzl

Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
schagaimana teleh beberaga kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubzhan Kedua Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor
45, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SETO);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republile Indenesia Tehun 2005
Momor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45863);

. Peraturan Pemerinteh Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momer
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4864);



11.

12,

13,

Teh

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gura [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomeor 4941):

- Feraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan [Lemnbaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momer 3130) sebagaimana telah divhah dengan Peraluran Pemerintah
Momeor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratursn Pemerintah
Nomar 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
I1Z, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 3157];

- Peraturan Presiden Nomeor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

|[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Momor 24 Tahun 2007 Standar

Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah,
Sekolah Menengah PertamajMadrasah Tsanawiyah, dan Selolah
Menengah Atas /Madrasah Alivah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nesional Nomor 153 Tahun 2010 tentang

Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan di  Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Perataran Menteri Pendidikan dan
Kebudeyaan Nomor 23 Tehun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan MNasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Izsi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah |Berita
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2012 Nomer 206)] zebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Prrubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Fengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor B84,

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indanesia Tahun 2012 Nomaor 851);

Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelengearan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republils Indonesia
Tahun 2013 Momeor 1382} sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelengparaan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 2101);

Feraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Komar 1495);
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Menetaplkan
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EEEMPAT
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH PERSIS PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG.

Memberikan izin operasional madrasah  kepadas  Madraszah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidal: terpisahkan darl Keputusan ini. '

Setelah jangka wakta 4 tahun, Kepala Madrassh yang bersangkutan
wajily
4. Menyampaikan laperan perkembangan Madrasah kepada Kepala
Kantor Hementerian Agama yang memuat peling  sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurilulum,
pelaksanaan  pemenuhan standar sarana  prasarana,  dan
pelaksanaan  pemenuhan  stander  pendidik  dan tenaga
kependidikan; dan fataw

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekalah/madrasah
kepada BAP-S/M  sesuai ketentusn  peratursn perundatg-
undangan.

Dialam hal perkembangan Madrasah sebagaimene dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelavansan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atay hasil akreditesi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimena dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

[Balam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Dilktum  KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggarasn pendidikan dan/atav hasil skreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimalesud
dalam Diktum KESATU dicabus.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tenggal & Juni 2018




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8342 TAHUN 2018

TENTANG

FEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALTIYAH PERSIS PAMANUKAN
KABUPATEN EUBANG

[DENTITAS MADRASAH

Mama Madrazeh

Madrasah Alivah Persis Pamanuloan

2 [MNomeor Statistik Madrasah 131232130029

3 |Alamat Madrasah JIn. lon Martasasmita Panpadangan
Pamanukan Subang
Desa/Kelurahan Rancasari
Kecamatan Pamanukan
Kabupaten Subang
Frovinsi Jaws Barat

4 |Mama Organizasi Penyelenggara Yayasan Ormas Persatuan [slam [Persis)

5 |Akte Notariz Organisasi GITTA RAMADHYANA

Penyelenggara Mo. 1 Tanggal 18 April 2016
6 |Pengesahan Alte Notaris Organisasi [AHU-0000252,AH.01.08 TAHUN 2016

Penyelenggara

Tangpal 20 April 2014




